BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan melakukan
observasi dan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan
Optimalisasi Aset maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses dan pengelolaan
Aset/Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Manggarai Timur tahun 2017
dan tahun 2018 belum semuannya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun
2016. Dalam hal pemanfaatan aset Pemerintah Daerah Manggarai juga masih
belum optimal, hal ini disebabkan Pemerintah Daerah Manggarai Timur tidak
melaksanakan bentuk pemanfaatan terhadap aset yang dimiliki. Inventarisasi dan
pengelolaan peralatan seperti komputer, mesin fotocopy, dan peralatan lainnya
masih belum maksimal. Ada beberapa fasilitas atau peralatan yang juga
merupakan aset dalam pemanfaatannya masih kurang baik, seperti kendaraan
dinas yang digunakan untuk keperluan pribadi.

Namun pada tahun 2019 sebagian besar permasalahan tersebut sudah
berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
Dalam hal ini, Pengelolaan aset harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,
sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan (good governance).
Melalui pengelolaan aset yang akuntabel dapat menumbuhkan kepercayaan
masyarakat dan menjadi sebuah langkah menjaga momentum pembangunan
ekonomi Indonesia serta demi mendorong tercapainya tertib administrasi, tertib

fisik, dan tertib hukum di bidang pengelolaan aset.
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6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka

penulis memberikan saran sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah Manggarai Timur/Badan Keuangan Daerah Manggarai
Timur supaya melakukan pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian
akuntansi. Dengan keahlian akuntansi yang baik, pengelolaan aset akan lebih
maksimal dan aset/barang milik daerah bisa dimanfaatkan dengan lebih efektif
sehingga dapat menunjang kinerja pada Badan tersebut.

b.Pemerintah Daerah Manggarai Timur dalam pengelolaan aset supaya
meningkatkan pengelolaan terhadap aset sesuai dengan bentuk-bentuk
pemanfaatan. Perawatan terhadap peralatan harus ditingkatkan seperti penegasan
terhadap pemakaian peralatan dan melakukan pengecekan barang secara berkala.
Pemerintah Daerah Manggarai Timur perlu melakukan pengakuan, penilaian,

pengukuran dan pengungkapan pada masing-masing aset.
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